
BUPATI KUPANG 

Menuabang 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
PERATURAN BUPATI KUPANG 

NOMOR 24 TAHUN 2023 

PERURAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017 
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP 

TENTANG 

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KUPANG, 

a bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan tekn1s 
penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan 
Perturan Bupati Kupang Nomor 12 Tuhun 2017 

tentang Pembentukun Urit Pelaksana Teknis pada 
Dinas Dacrah Lungkup Pemerintah Kabupaten Kupang 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupat1 
Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Kupang Nonor I2 Tahun 2017 
tentang Permbentukan Unit Pelaksana Teknis pada 
Dnas Daerah Lingkup Pemerirntah Kabuputen Kupang 
(Berita Dacrah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Notnor 
23, 

b. bahwa dalam rangka penataan hcgiatan tekn1s 
operasioral dan kegaun teknis penunjang dibidag Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dilakukan 
penataan bentuk kelembagaan Satuan Pendidikan 
yang telah ada menjadi Unit Pclaksana Tekn1s Daerah 
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuparg 
bahwa Lerdasarkat pertimbangan 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu nenetapkan Peraturan Bupat tentang Perubahan 

sebagaimana 



Mengingat 

Kedua atas Peraturan Bupat1 Kupang Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Penbentukan Unit Pelaksena Teknis 
Pada Dinas Daerab Lingkup Pemerintah Kabupaten 

Kupang 
#1 Undang-Undong Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pernbentukan Daerah-Dacrah Tingkat II dalarn Wilayah 

Daerah Duerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Tinur (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 1958 Nonor 122, Tanbahan 
Lenbaran Negara Republik indonesia Nomor 1655), 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah PengRanti undang 
Undang Nonor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 6856): 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita 
Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2017 Nomor 451l): 

Peraturarn Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Dacrah Kabupaten Nomor 01 l) scbagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2020 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kupeng Tahun 2020 Nomor 019, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Nomor 040). 

4 



Menetapkan PERATURAN UPATI TENTAiG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN UPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMISENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPNTEN KUPANG 

MEMUTUSKAN 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah LAngkup Pemeritah Kabupaten Kupang (Berita Darrah Kabupnten Kupang Tahun 2017 Nomor 12} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Notnor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unlt Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Linekup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23) diubah sebagai berikut 

Pasal 

1. Ketentuan Pasal l diubah, sehingga berbunyi sebagai beriiut 

1 
2 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan 

Pasal 

Daerah adalah Kabupaten Kupang: 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang. 

3. Bupatí adalah Bupati Kupang 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kupang. 
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Dacrah 

Kabupaten Kupang: 
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. 

7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataarn Ruang selanjutnya disingkat 

Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang 
Kabupaten Kupang 

8 Dinas Perhubungan adalah Dnas Perhubungan Kabupaten Kupang: 
9 Dinas Lingkungan Hidup adaiah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kupang: 
10 Dinas Tenaga Kerja dail Transmigras1 selanjut disingkat Dinas 

Nakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras1 Kabupaten 

Kupang: 
1. Diras Kependudukan dan Pencatatan Sipill selanjutnya dis1ngkat Dinns 

Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kupang: 

12. Dinas Pengendalun Penduduk, Keluargu Berencuna, Pernberdavann 
Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinas P2KBP3A 



adalah Dinas Pengendalinn Pernduduk, Kriuarga Berencana. Pe n berda yaan 
Perempuan dan erlindungan Anak Kabupaten Kupang: 

3.Dinas Peadidikn dan Kebudayna adalah Kepnn Dins Pendidian dn 
Kebudaytan Kabupaten Kupang 

14 Kecamata adalah bagian wilayah Dacrah Kabupaten Kupang yang 
dipimpin oleh Carnat: 

15 Unit Pelaksana Tekris Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur 
pelaksana teknis operasional Dnas, 

16 Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat UPTD Puskesmus &dalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kupang yang melaksanakan sebagiarn kegiatan 
teknis bidang kesehatan; 

17 Unit Pelaksana Tekris Dacrah Pengelolaan Alat Berat yang selanyutnya 
disingkat UPTD-PAB adalah Unít Pelaksana teknis pada D1nas Pekerjaa 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang yang bertanggung jawab 
menyelenggarakan pelayanan alat berat di wilayah kerjanya; 

18 Unit Pelaksana Teknís Daerah Terminal yang selanjutnya disingkat UPTD 
Terminal adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungar1 
yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasionai dan/atau 
kegiatan tcknis pcngelolaan terminal di Kabupaten Kupang. 

19. Unit Pelaksana Tcknis Dacrah Pelabuhan Penyebrangan yeng sclanjutnya 
disebut UPTD Pelabuhan Penyebrangan adalah Unit Pelaksana Teknas 
Pelabuhun Penyebrangan pada Dnas Perhubungun Kabupaten Kupang. 

20. Unit Pclaksana Tcknis Dinas Pcngujian Kcndaraan Bcrmotor yang 
selanjutnya disingkat UPTD PKB dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 
yang secara Teknis Operasional berada pada Dinas Perhunungan 

Kabupaten Kupang: 21.Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelola Taman Hutan Raya Prof. Ir Hcrman 
Johanis selanjutnva disingkat UTD Pengelola Tahura Prof Ir Herman 
Johanis adalah Unit Pelaksana Teknis Tahura Prof Ir Johanis pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang: 
22. Unit pelaksana Teknis Dinas Balai Lalihar1 Kerja yurng selanjutnyu disebut 

UPTD BLK adlah Unit Pelaksana teknis Bala1 Latihan Kerga pada Dinas 

Ternaga Kerja dan Transmigrasi: 
23. Unit Pelaksana Teknis Dacrah Perlindungan Perempuan dan Anak vany 

selaniutya �isebut UPTD-P2A adalah unit Pelaksana Trknis Daerah nadn 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pemberdayaar1 
Ferempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang yarng melaksnakan 
pelayanan tekris dalam memberkan lavanan bag Perempuan dan anak 
yang mengalarni kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus datn 
masalah lainnya; 



24 Unit Pelakeana Telknin Daerah Dacrah Dias Kependudukan dun 
Pencata tan Siptl yang seianjutnya disebut UPTD Dukcapil adajah Unit 
Pelalksana Teknin Kependudukan dan Pencatntan Sipil Kabupaten Kupung. 

25 Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah 
fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggurakan upaya keuchatan 
masayarakat dan upaya kesehatan perseornngan tingkat pertana, dengan 
lebih nenguatamakan upaya promotif dan preventif. untuk menceapas 
derajat kesehatan masayarakat yang setinggi-tinggnya diwilayah kerjanya, 

26 Fasilitas Pelayanan Kesehatarn udalah suatu tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakarn upaya pelayanan kkesehatan, haik promotif, prevent1f, 
kuratif naupun rehabilitative y yang dilakcakan olch pemerintah. pemerintah 
daerah danfatau masayarakat; 

27. Uapaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya diningkat UKM adalah 
setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan keschatan serta 
Inencegah dan menanggulangi tinbulnya masalah keschatan dengan 
sasaran ikeluarga. kelompok, dan masyarakat, 

29. Upaya Kesehalun Perseorungun yaing selunjutnya diz1ngkat UKP adalah 
suatu kegintan danfatau serangkaian keguatan pelayanan kesehatan yang 
ditunjuk untuk pen1ngkatkan. pencegahan, penyembuhan penyakat. 
pengurangan penderitaan akibat penyak1t dan nemulihkan keschatan 
perseorangan: 

29. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan di dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketet umplan 
mclahu pendidikan dibidang keschatan yang untuk jcns tertentu 
memerlukan kewenar.gan untuk melaiukan upnyn keschatan: 

30. Sistem rujukan adalah penyelenggaruan pelayanan kesehatan vang 
rmengatur pelmpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan 
secara timbal balik butk vertical maupun horizental. 

31 Pelayanan Keschatan adalah upaya yang diber1kan oleh puskesnas kepad 
nasyarakat mencakup pcrcrcanaan, pelaksanaan evaluasl, pcncatatan, 
pelaporan dan dituangkan dalan suattu sisten 

32 Sistem informasi puskesias adalah suatu talarati yang meyediakar 
informasi untuk membantu pr oscs pigambilan keputusun dalam 
melaksanakan manyemen Puskesmas dalam merca;a: sasaran keg1atanva, 

33 Bidan di desa adalah scorang bidan yang bc keFa di wilayalh kerga suatau 
desa yang secara adunsrasi bestanggungawab Kepada Kepala 

34 Kepala UPTD PAR adulal1 Kepala Unit Pelaksana Trikn1s Pengelelaan aiat 
Berat Dnas Pekerjaan Umui dn Penalaan Ruang Kabupaten Kupane 

35 Pelenggan adalah Masyarakat/ nstansl pemerntah Isut ansi swusta yang 
mempunvai Kepentngan vang Sama dan sulng mengunungkan tang 
tinggal di wlayah yang bsa tegangkau. 

Desa/Lurah 



36 Renurerau adal ah Imbainn kerja yang dapat benspa p honorarium 
tunaugun tetup, ncntit. bonus atas prestn, pesnngon dan/ut au pr 1ion. 

37 Tanf/ retribus1 ndalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikati 
oleh UPTD PAB termaSuk imbalan h4s yang wujar dari investasi dana 
dapat bertujlan untuk nenutup sehuruh atau 6chagian dan biava per unit 
iayanan. 

J8 Angkutan adalah seranpkatan kegintan nengoperasikan kendaraan umun 
di darat 

30 Kedaraan adalal1 suatu calat vang dapat bergerak dijalan yang terdir: dar1 
KCndarann bermnotor dan atau tidak berimotor. 

40 Pelabuhan Penyebrangan adalah pelabuhwr 
Kecamatan Sermau Kabupaten Kupang. 

prnyebrangan Hansi! 

4| Pelabuhan Penyebrangan adalah tempat berlabuh/ sandar kapal dari luar 
pulnu/daerah ke pelabuhan/daerah lain untuk melakukar penyebrang1n: 

42 Pengujinn Kendarnan Bermotor adalah scrargkaian kcgiatan menguji 
dan/atau memenikas bag1an-bagian kendaraan bermotor, dalam rangka 
pemcnuhan persyaratan teknis dan layak jalan, 

43 Kendataan ndalah suatu alat yang dapat bergerak d1 nlan yang terdirn dan 
kendaraan bermotor; 

44. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelcstanian alan untuk tujuan koleksi 
turnbuhan da:n atau satwa yang lam1 atau buatan, jcnis asli dan atau 

bukan asi, yung dimanfautkan bugi kepentugun penelitian lmu 
pengetahuan, pendidikan, menunjang hudidaya, budaya. pariwisala dun 

rekreasi. 
45. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan cin khas tcrtcntu, bak 

di darat maupun perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistern 
penyangga kehidupan. pengawetan keunekarngaman jenis tumbuhan dan 
satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daVa alam hayati dan 

ekos1stem: 
46. Balai Latihan Kerja yang sclanjutnyu disingltut BI.K, adalah ternpat 

disclenggarakannya proses pelatihun kerja agi peserta pelatuhan sehungga 
manpu don menguasai suatu jenis dan tingkat kompetens1 kerju tertentu 

untuk rembekal1 dirinya dalam memasuki pasar kelja dan/atau usaha 
mand1ri maupun sebagai tempat pelatihan untuk menngkatkan 
produktivitas kerjunya schingga dapat neningk atkan kesejahteraanva: 

47 Administrasi kependudukan adalah rangkuan kegiatan penataan dan 
penertibarn dalan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui 
pendaftaran. encatatan Siptl. normasi pengelolaan admin1strasi 

48 Dokumen kependudukan adalah dokuien resmi yang diterbit kar oleh 

instansi pelaksnna ynng mempnyoi kekuatarn hukun sebaga: alat hiles 

kependudukan serta pendavagunaan hasinva untuk pe lavanan publik dan 
petnberngunun acktor lain: 



autentik yang dihasilkan dar prlayanan pendaftura1 peiduduk dan 
pencatatan sipil, 

49 Datu kepemdudukan adnlah data perscorungan dan atau data sgregat yaTIg 

terstruktur sebagai hasl duri ikegntam pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil: 

SO Pendaftaran penduduk adalah pencatatan bioata penduduk, pencatatan 
alas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentán 
admin1stras: kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterarnagan 

kependuduka1; 
51 Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialarni penduduk yang 

harus dilaporkan karena membawa alabat terhadap penerbitan atau 
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan /utau surat 
keterangan kependudukan lainya meliputi pindah dating. perubahan 
alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 

52 Nomor Induk Kependudukan, scianjutnya disingkat NIK adaah Nomor 
Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melakat 
pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia, 

53. Kartu Kcluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga 
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam kcluarga, 
serta identitas anggota keluarga: 

54. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiva penting yang dialami oleh 
sescorang dalan rcgister pencatatan sipil pada instansi pelaksanu, 

55. Pejabat pencatatan sipl adalah pejabat yang melakukan pencatatan 
peristiwa penting yang dialami seseorang pada nstans1 pelaksana yang 
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang 
Undangan, 

56. Peristiwa Penting adalah lkejadian yang dialam1 oleh seseorang neliputi 

kelah1ran, kematian. lahir, nati, perkawinai, perceraan, pengakuan anak, 
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubalan nama dan perubahan 

status kewarganegaraan; 
57. Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungawab 

memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa 
penvajian penting serta pengelolaan dan data kependuduka: di 

desa/kciurahan atau nama lainnya: 

58 Sistem inforuasi Administrasi Kcpcndudukan, seianjutnya d1singkat SlAK. 
adalah sistem informas1 yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk memíasilitasi pengelolaan idormusi admnisrast 
kependudukan di turngkat peteienggara dan nstansi pelaksarna sebagai 
satu kesatuan; 

59 Data pnbad1 adalah data perscorangan tcrtenhi Vung dis1rnpan dras* 
dan dijuga kebenaran serta dilndung lkerahas1aannya, 



60 Unit elalsana teknis daerah Satuan Pendidican ForTmal dan Satuan 
Pendidilcan Non Pormal yang selanjutnya disingkat UPTD Setuan 
Pendidiasn Fornal dan Satuan Pendidikan Non Formal adalah organisasi 
yang melaksanakan kegatan teknis operasioal dan/utau kegjatan teknis 
penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan 

6l Kepala UPTD adalah Kepala UPTD satuan Pendidikan Formal dan Satuan 
Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

62. Jnbatan Pelaksana adalah sekelonpok jabutan yang beris fungsi dan tugas 
pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi penerintahan 
dan pemnbangunan 

63. Jabatan Fungsional adalah sekelonpok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugns berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian danfutau ketratnpiian tertentu. 

2. Ketentuan Pasal (2) ayat 3 diubah, schinggu berbunyi scbagai berikut 

1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pada Dinas Dacrah. 
(2) UPTD sebugaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai wilayah kerja pada 

satu atau beberapa kecamatan 
13) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (l terduri dar1 

a. UPTD pada Dinas Kesehatan terdir1 dan 

3 

4 

5 

Pasal 2 

6 

7 

8 

10. 

UPTD Puskesnas Akle, Kecamatan Semau Selatan: 
UPTD Puscksmas Uitao, Kecamatan Semau. 
UPTD Puskesmas Batakte, Kecaatan Kupang Barat, 
UPTD Puskesma Oemasi, Kecamatan Nekamese: 
UPTD Puskesma Baumate, Kecarnatan Taebenu, 
UPrD Puskesmas Tarus, Kecamatan Kupang tengah, 
UPTD Puskesnas Oesuo, Kecarnatan Kupang Tmur 
UPTD Puskesmas Naibonat, Kecamatan Kupang Timur 
UPTD Puskesmas Oekabiti, Kecarmat an Amarasi, 
UPTD Puskesmas Baun, Kecarnatan Amarasi Barat, 

1. UPTD Auskesmus Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan. 
12. UPTD Puskestnas Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur. 

13. UPTD Puskesmas Fatukanutu, Kecamatar: Amab1 Oefeto, 
14. UPTD Puskesmas Oenuntono, Kecanatan Amab1 Oefeto Timur, 
15. UPTD Puskesmas Takari, Kecamatan Takari, 
16. UPTD Puskesmas Huebunif, Kecamatan Takari, 
17. UPTD Puskesmas Poto. Kecamatan Fatuleu Barat. 

18 UPTD Puskesmas Oelbiteno. Kecarmalan Fatuleu Tengah 

19 UPTD Puskes1nas Camplong. Kecamatan Fatuleu, 



1 

2 
3 

1. 

2. Taman Kanak-Kanak Negeri Sene Tuan, Kecamatan Taebenu: 

3. Taman Kanak-Kanak Pembina Tunfeu, Kecamatan Nekamese; 

4. Taman Kanak- Kanak Negeri Pernbina Kabupaten Kupang, 
Kecamatan Kupang Timur: 

5. 

Tarman Kanak-Kanak Satu Atap Oel, Kecamatan Kupang 

Barat; 

6 Taman Kanak-Kanak Negern Satau Atap Oermofa, Kecamatan 

Amabi Oefeto Tinur; 

Tarnan Kanak-Kanak Satu Atap Fatukanutu Kecamatan Amabi 

Oefeto; 

7. Taman Kanak-Kanak Negern Satu Atap Lili, Kecamatan Fatuleu; 
Taman Kanak-Kanak Pembina Fatuleu, Kecamatan Fatuleu; 
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9 Tarman Kanak-Kanak Satu Atap Naeelo, Kecamatan Amfoang 

10. Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Bokong, Kecamatan 
Takari; 

Selatan; 

8. 

6 UPTD Sekolah Dasar Negeri Tainbira, Kecamatan Amarasi; 

UPTD Sekolah Dasar Negeri Oesena, Kecanatan Anarasi; v 
UPTD Sekolah Dasar Negeri Oenoni, Kecamatan Amarasi;v 
UPTD Sekolah Dasar Negeri Binoni, Kecamatan Amarasi; 
UPTD Sekolah Dasar Negeri Apren, Kecamatan Amarasi;V 
UPTD Sekolah Dasar Negeri Ekam, Kecamatan Amarasi; 

UPTD Sekolah Dasar Inpres Ponain, Kecamatan Amarasi; / 
UPTD Sekolah Dasar Inpres Tesbatan, Kecamatan Amarasi;V 

9. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kotabes, Kecamatan Amarasi; v 
e UPTD Sekolah Dasar inpres Nonbes, Kecamatan Amarasi; 

11. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oekabiti, Kecamatan Amarasi: 
12. UPTD Sekolah Dasar Negeri Muikmasik, Kecamatan Amarasij 13.) UPTD Sekolah Dasar Negeri Hukou, Kecamatan Amarasi; 14. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunka, Kecamatan Amarasi; 15. UPTD Sekolah Dasar Negeri Koates, Kecamatan Amarasi 16. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ropnoni, Kecamatan Amarasi; 17. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oemoro, Kecamatan Armarasi Timur;, 
18. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kuaneke, Kecamatan Amarasi Timur; V 
19. UPTD Sekolah Dasar Negeri Haenbaun, Kecamatan Amarasi Timur; 
20. UPTD Sekolah Dasar Negeri Rabe, Kecamatan Amarasi Timur; 



LAMPIRAN 1 

KETERANGAN 

PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG ¯NIT ptLAKSsANA TEXNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FOPMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NON 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 

PORMAL PADA DINAS 
KUPANG 

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL 

Garis Komando 

KEPALA UVID 

JARATAN 
PUNGSIONAL 



b. Melaksanakan uruan administrasi peserta didik E Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, d Melaksanakan unusan keuangan,; 6. Melaksanakan urusan adninistrasi sarane dan prasarana; [ Melaksanakan unusAn hubungn rmasayarakat: dan . Melaksanakan urusan administrasi persuratan dan pengaripan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang 

Diundangkan d1 Oelamasi 
padá tanggal 13 J 

Pasal I 

2023 

SETD� 

Ditetapkan di Oelamas1 
pada-tanggal 13 Juji 2023 

BUATI KUPANG, 

pORINUSASNENO 

PLT. SEKRETÁRIS DALRAH KARUPATEV KUPAVG 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAIUN 03 NOMOR i9 
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